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PUTUSAN 

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Plj 
 
 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG 

 
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 11 

November 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXX dengan 

domisili ekektronik pada alamat email : XXXX, dalam hal ini 

memberikan kuasa khusus kepada XXXX dan XXXX, 

XXXX, XXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXX, 

provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa khusus 

tanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register 

Kuasa Nomor tanggal ,sebagai Penggugat; Penggugat; 

Lawan 
 

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 25 Januari 1999, 

agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, 

bertempat tinggal dahulu di Dahulu beralamat di XXXX 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya 

dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 

yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan 

(Ecourt) di Kepanitaraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 

213/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah 

Penggugat XXXX, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Minggu tanggal 

30 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak, pada 

tanggal 31 Mei 2021; 

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah 

tangga di XXXX, Provinsi Sumatera Barat di kediaman rumah orang 

tua dari Penggugat; 

4. Bahwa sebelum menikah telah ada kesepakatan antara kedua belah 

pihak keluarga, setelah menikah Tergugat akan tinggal di rumah 

orangtua Penggugat; 

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

dengan harmonis; 
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6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan/ ba'dadukhul namun belum dikaruniai seorang anak; 

7. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika memasuki 3 

(tiga) bulan awal perkawinan yang dipicu karena Tergugat ingin 

pindah dari rumah orang tua Penggugat untuk mengontrak saja; 

8. Bahwa ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk mengontrak saja, 

Penggugat serta Keluarga Penggugat keberatan dikarenakan 

Penggugat sakit dan harus ada yang memperhatikan serta 

mengurusnya; 

9. Bahwa setelah 6 bulan perkawinan, Tergugat pergi dari rumah tanpa 

alasan; 

10. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah untuk 

mengajak Penggugat mengontrak saja; 

11. Bahwa ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut Tergugat 

mengontrak saja, Penggugat keberatan serta dengan alasan kondisi 

kesehatan dari Penggugat yang sedang tidak baik. 

12. Bahwa Penggugat mengidap penyakit asma, yang sewaktu-waktu bisa 

kambuh dan pada saat itu penyakit asma Penggugat sedang kambuh; 

13. Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah sama sekali 

memperhatikan serta merawat Penggugat, oleh karena itu menjadi 

alasan kuat dari keluarga Penggugat untuk tidak mengizinkan 

Penggugat mengontrak bersama Tergugat; 

14. Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah tanpa memberi kabar 

hingga 5 (lima) kali, dengan alasan yang sama bahkan Penggugat 

sudah tidak ingat sama sekali kapan saja; 

15. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat 

dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan pisah atau dengan 

maksud bercerai saja dari Tergugat; 

16. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat 

dan Tergugat sekitar bulan Juni 2022 terkait waktunya sudah tidak 

ingat lagi tanpa memberikan kabar berita hingga saat ini; 

Disclaimer
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17. Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Penggugat sudah tidak menerima 

nafkah lahir maupun bathin; 

18. Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Penggugat di tinggalkan oleh 

Tergugat, orang tua Penggugat lah yang menanggung semua 

kebutuhan dari Penggugat; 

19. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah 

Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun keluarga dari 

Tergugat. Namun tidak berhasil. 

20. Bahwa keluarga Tergugat hanya menyerahkan kembali keputusan 

kepada Tergugat dan Penggugat bagaimana jalan terbaiknya saja; 

21. Bahwa Penggugat sudah menanyakan keberadaan dari Tergugat baik 

kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, namun 

tidak ada yang mengetahui lagi keberadaannya; 

22. Bahwa sekira bulan juni 2022 Tergugat tidak pernah menghubungi 

Penggugat sama sekali hingga saat ini dan nomor handphone dari 

Tergugat sudah tidak aktif lagi; 

23. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat 

merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karena itu 

Penggugat tidak ridho; 

24. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat tetap tinggal di 

rumah orang tua Penggugat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat; 

25. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas Penggugat 

berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan 

Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan 

hukum yang berlaku; 

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 

huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
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rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan 

memeriksa perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan 

Agama, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini, serta 

memberikan putusan sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap 

Penggugat (XXXX); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. 

SUBSIDER: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

(relaas) Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 06 Agustus 2024 dan Nomor 

213/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 06 September 2024 yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio 

Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Dharmasraya/RRI, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan 

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
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Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak 

dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya 

gugatan Penggugat tersebut; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA 

Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada 

tanggal 31 Mei 2021 diberi tanda P1 dan diparaf; 

- Surat Keterangan Ghoib diberi tanda P2 dan diparaf; 

B. Saksi: 

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, 

bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai ipar; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 

pada tanggal 30 Mei 2021 di KUA Koto Salak Kabupaten 

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi 

kurang lebih sejak 3 bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun 

lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 2 tahun; 

 Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan 

dan pertengkaran antata Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena selama Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah sama 

sekali memperhatikan serta merawat Penggugat, oleh karena itu 

menjadi alasan kuat dari keluarga Penggugat untuk tidak 

mengizinkan Penggugat mengontrak bersama Tergugat;; 

Disclaimer
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 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak dari bulan Juni 2022 sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari 

rumah kediaman bersama; 

 Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha 

mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat; 

 Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat 

dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling 

berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selaiknya 

pasangan suami istri; 

 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 

saksi adalah kakak kandung; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah 

suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di 

KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera 

Barat; 

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan 

Tergugat belum dikaruniai anak.; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran sejak 3 bulan setelah menikah yang 

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang 
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dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari 

rumah kediaman bersama; 

 Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha 

mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat; 

 Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat 

dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling 

berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selaiknya 

pasangan suami istri; 

 Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena 

Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memperhatikan serta 

merawat Penggugat, oleh karena itu menjadi alasan kuat dari 

keluarga Penggugat untuk tidak mengizinkan Penggugat 

mengontrak bersama Tergugat 

 Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah tanpa memberi kabar 

 Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat 

dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan pisah atau 

dengan maksud bercerai saja atau Tergugat mengajak 

Penggugat untuk ikut Tergugat mengontrak saja, namun 

Penggugat keberatan serta dengan alasan kondisi kesehatan 

dari Penggugat yang sedang tidak baik serta Tergugat tidak 

peduli dengan keadaan Penggugat;; 

 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; 
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 06 Agustus 2024 dan Nomor 

213/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 06 September 2024 yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio 

Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Dharmasraya/RRI, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu 

alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa 

hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan 

hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab Majma’ al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid jilid 

IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian 

diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: 

 له   ق ح   ال  :  ال ق   و أ   -  لم ا ظ و هف  ه ت أ ي  فلم   ن يم للمسا  حكام  نم   حاكم   ى ل إ  عيد  من

Artinya: “Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang 
hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia 
adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya” 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan 

karena; 
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 Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memperhatikan serta merawat 

Penggugat, oleh karena itu menjadi alasan kuat dari keluarga Penggugat 

untuk tidak mengizinkan Penggugat mengontrak bersama Tergugat 

 Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah tanpa memberi kabar 

 Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan 

Tergugat, Tergugat sering mengucapkan pisah atau dengan maksud 

bercerai saja atau Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut Tergugat 

mengontrak saja, namun Penggugat keberatan serta dengan alasan 

kondisi kesehatan dari Penggugat yang sedang tidak baik serta Tergugat 

tidak peduli dengan keadaan Penggugat;, 

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada dari bulan Juni 2022, Tergugat 

pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di 

rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, 

dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing 

sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- 

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH 

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal 

mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I’anah 

al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat 

Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya sebagai berikut: 

 ةج ح   دعمل نوك ي  أن  طر ش ب  ه ي ل ع  اءض ق ل ا  ز و ج ي  يأ  :ب ئ اغلا  ى ل ع  اءض ق ل ا  ز ا وج

Artinya: “Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang 

ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki 

hujjah/bukti”; 
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Beno Widi 

Atmojo bin Mugi Darusman) dan saksi 2 (Vera Devi Rustatinah binti Sentot 

Joko Supatmo); 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi buku nikah) yang merupakan 

akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat 

serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Salak Kabupaten 

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sehingga sejalan dengan ketentuan 

Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan 

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat, 

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak 

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang 

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 
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diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai 

hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 1 (Beno Widi Atmojo bin Mugi Darusman) 

dan saksi 2 (Vera Devi Rustatinah binti Sentot Joko Supatmo) telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan 

Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2022 

yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat 

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung; 

2. Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di 

wilayah Republik Indonesia; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah; 
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4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar 

tweespalt); 

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, 

maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pulau 

Punjung; 

2. Bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan 

pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 

27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Relaas Panggilan 

Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media 

sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman 

pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 

bulan setelah panggilan terakhir; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan 

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-

masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan 

dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), 

dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; 

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk 

bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah 

terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, 

dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli 

fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yag dijadikan sebagai 

pendapat Hakim sebagai berikut: 

 
 

 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak 

satu; 

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an 

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud; 

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk 

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada 

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah; 

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan” 
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8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta 

hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat 

patut untuk dikabulkan; 

9. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1) 

HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan berdasarkan 

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum 

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan 

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 

ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap 

Penggugat; 

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana 

tercantum dalam amar putusan ini; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N G A D I L I 

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap 

Penggugat (XXXX); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp665000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Afif 

Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hidayatul Hadi, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat; 

 
 

Hakim, 
 
 
 
 

Afif Waldy, S.H.I 

Panitera Pengganti, 

 
 
 
 

Hidayatul Hadi, S.H. 
 

Perincian Biaya:  

1. Pendaftaran : Rp. 70.000,00 

2. Proses : Rp. 75.000,00 

3. Panggilan : Rp. 340.000,00 

5. PBT : Rp. 170.000,00 
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6. Meterai : Rp. 10.000,00 

Jumlah Rp. 665.000,00 

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) 
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